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Abstrak: Penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu tantangan utama dalam 
perkembangan ekonomi daerah. Untuk mencapai penyerapan tenaga kerja yang 
optimal, hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan investasi dari sektor swasta dan 
pemerintah berupa belanja modal serta upah minimum kota. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis pengaruh investasi swasta, belanja modal, dan upah minimum kota 
(UMK) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dalam perspektif 
ekonomi Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitattif dengan metode 
analisis regresi linear berganda yang menggunakan software SPSS 25. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa data time 
series dalam rentan waktu 11 tahun mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2023. Hasil 
penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa hanya variabel belanja modal saja 
yang berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 
sedangkan investasi swasta dan upah minimum kota berpengaruh positif signifikan 
terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian secara Bersama-sama menunjukkan 
bahwa investasi swasta, belanja modal dan upah minimum kota secara bersama-sama 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Bandar 
Lampung. Dalam perspektif ekonomi Islam mengenai investasi swasta, belanja modal 
dan upah minimum kota terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Bandar Lampung 
sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam karena didasarkan untuk 
kesejahteraan mayarakat. 

Kata kunci: Investasi Swasta; Belanja Modal; Upah Minimum Kota, Penyerapan 
Tenaga Kerja. 

Abstract: Labor absorption is one of the main challenges in regional economic 
development. To achieve optimal labor absorption, this can be done through 
increased investment from the private sector and government in the form of capital 
expenditure and city minimum wage. This study aims to analyze the effect of private 
investment, capital expenditure, and city minimum wage (UMK) on employment in 
Bandar Lampung City in the perspective of Islamic economics. This type of research 
is quantitative research with multiple linear regression analysis methods using SPSS 
25 software. The data used in this study are secondary data in the form of time series 
data within 11 years starting from 2013 to 2023. The results of this study partially 
show that only the capital expenditure variable has an insignificant negative effect on 
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labor absorption while private investment and city minimum wage have a significant 
positive effect on labor absorption. Then together show that private investment, 
capital expenditure and city minimum wage together have a positive and significant 
effect on employment in the city of Bandar Lampung. In the perspective of Islamic 
economics regarding private investment, capital expenditure and city minimum wage 
on labor absorption in Bandar Lampung city is in accordance with the principles of 
Islamic economics because it is based on the welfare of the community. 

Keywords: Private Investment; Capital Expenditure; City Minimum Wage, Labor 

Absorption. 

 

 

I. PENDAHULUAN 
Dalam pembangunan ekonomi di Negara Berkembang, tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat salah satu indikatornya adalah dengan memperluas peluang kerja. Keberhasilan dalam mencapai 
tingkat kesejahteraan dapat diukur dari kapasitas negara dalam mengatasi berbagai tantangan, salah satunya 
Tingkat pengangguran yang tinggi. Dalam hal ini, salah satu faktor utama dalam mendorong Pembangunan 
ekonomi yang inklusif adalah penyerapan tenaga kerja yang optimal, yang pada gilirannya akan menciptakan 
pertumbuhan ekonomi yang merata[1]. 

Selain menjadi faktor kunci dalam pembangunan ekonomi suatu negara, tenaga kerja dapat menyebabkan 
sejumlah masalah yang signifikan, seperti tingginya tingkat pengangguran, pertumbuhan jumlah angkatan kerja, 
kualitas tenaga kerja yang rendah, dan lainnya. Ketika masalah-masalah ini muncul di suatu negara, proses 
pembangunan di negara tersebut dapat terhambat. maka, peran pemerintah sangat penting dalam menangani 
masalah-masalah tersebut.[2] Dengan demikian pertambahan jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan 
kesempatan kerja dapat meningkatkan tingkat pengangguran, yang selanjutnya dapat mengakibatkan 
peningkatan kemiskinan, kejahatan, dan fenomena sosial-ekonomi lainnya dalam masyarakat. 

Dalam konteks ini, diantara semua agama di dunia, Islam merupakan agama yang sangat mengutamakan 
pentingnya bekerja dan berusaha yang menjadi bagian penting dari kehidupan. Harta yang diperoleh tersebut 
tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun juga untuk melaksanakan kewajiban yang 
diperintahkan oleh Allah SWT, eperti berinfak, membayar zakat, menunaikan ibadah hajim berjihad dan lain 
sebagainya[3]. 

Anjuran tersebut terdapat dalam Q.S At-taubah ayat 105[4] 
 

وَْعْفواْوَلَوْعُ ِلُقوَ َِ ََِعِ هاللُّٰ  وِ  َُِ وُسَرعوُ وِ ْعُلع عَوُععلا عواِلِوِ علُوِ نِ  ِ بعيَوْاُلِوعوُْوىِلِلِِ ْوُّد

وََِ َْلُِوِّعرَُعلُو ةُِلِوعوُ ُهعِوَىلِعرِنَُ ع علُو ُِ وْ ۝١٠٥ ِ ْع  
“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin 

akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang 

nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (Q.S At-taubah ayat 

105)[4] 

Surah At-Taubah ayat 105 menjabarkan mengenai pentingnya bekerja. Faktor yang memeperngaruhi 
kebahagiaan adalah bekerja untuk dunia dan akhirat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Allah 
SWT selalu melihat pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, baik perbuatan itu dilakukan secara rahasia 
ataupun terang- terangan. Allah SWT juga mengetahui niat dan tujuan dari suatu pekerjaan. Bukan hanya itu, 
perbuatan yang dilakukan juga akan diketahui oleh Rasul-Nya dan seluruh kaum muslimin. Pekerjaan yang 
dilakukan seseorang akan diketahui keikhlasannya. Pada hari kiamat semua itu akan diketahui dan semua 
perbuatan akan diberi balasan. Perbuatan atau amal yang baik akan dibalas dengan pahala, sedangkan amal yang 
buruk akan memperoleh siksa[5]. 

Faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap kesuksesan proses pembangunan, termasuk di antaranya 
para pekerja, terutama dalam populasi keseluruhan penduduk kota Bandar Lampung secara umum. Tabel 
dibawah ini merupakan daftar statistik penyerapan tenaga kerja di kota Bandar Lampung selama periode 
2013-2023. 

Tabel 1. Angkatan Kerja, dan Angkatan Kerja Bekerja di Kota Bandar Lampung 2013-2023 
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Tahun Angkatan Kerja Angkatan Kerja Bekerja 
Presentase 

Peningkatan 

2013 397648 362000 - 

2014 420261 385417 0,67% 

2015 445064 407190 -0,2% 

2016 455065 426003 2,1% 

2017 476469 437884 -1,7% 

2018 504849 468121 0,8% 

2019 511686 475244 0,2% 

2020 554224 505483 -1,7% 

2021 560107 510511 -0,1% 

2022 567038 522166 0,9% 

2023 608229 563037 0,5% 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 

 
Merujuk pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja dan Angkatan kerja bekerja di kota 

Bandar Lampung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami angka yang fluktuatif. Dari data 
tersebut dapat dilihat bahwa jika diseusikan antara pertumbuhan angkatan kerja bekerja dengan jumlah angakatn 
kerja yang ada di setiap tahunnya, tahun 2016 merupakan peningkatan Angkatan kerja bekerja paling tinggi, 
yang kemudian dalam jumlah Angkatan kerja bekerja setelah tahun 2016 tersebut terus berfluktuasi dan tidak 
kembali mencapai puncaknya seperti pada tahun 2016. Angka penyerapan angkatan kerja bekerja yang 
berfluktuasi ini bisa menandakan adanya masalah dalam penyerapan tenaga kerja, seperti pertumbuhan angkatan 
kerja baru yang lebih cepat dibanding dengan peluang kerja tersedia. 

Dengan demikian, kota Bandar Lampung juga tidak terlepas untuk menghadapi tantangan dalam bidang 
ketenagakerjaan, di mana jumlah angkatan kerja terus meningkat setiap tahun akibat pertumbuhan penduduk, 
namun peluang kerja yang terbatas. Dampaknya, tingkat pengangguran di Kota Bandar Lampung relatif tinggi 
dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Provinsi Lampung. 

Penyediaan modal merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan pembangunan, yang sering kali 
diwujudkan melalui investasi.[6] Menurut pandangan Harrod-Domar, terdapat korelasi positif antara investasi 
dan penyerapan tenaga kerja, di mana peningkatan investasi berkontribusi pada peningkatan penyerapan tenaga 
kerja.[7] Sejalan dengan ini, merujuk pernyataan Sukirno, faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja, 
salah satunya merupakan jumlah modal atau investasi yang tersedia. Investasi memfasilitasi peningkatan 
aktivitas ekonomi dan peluang kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat 
kemakmuran.[8] 

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat 
menyebabkan beberapa masalah di kota Bandar Lampung. masalah ini menyebabkan ketidakstabilan 
perekonomian dalam hal tingkat pengangguran yang tidak dapat diprediksi. Untuk mengatasi masalah-masalah 
tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, dalam hal ini investasi merupakan salah 
satu faktor utama dalam mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru. Peningkatan investasi swasta baik 
PMDN maupun PMA dilakukan dengan tujuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi 
angka pengangguran di Bandar Lampung. 

Investasi yang tepat sasaran akan membuka peluang untuk peningkatan peluang kerja, sehingga berpotensi 
meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat ini kemudian akan menguatkan 
daya beli masyarakat. Dengan demikian, para pengusaha akan terdorong untuk memperbesar skala produksi 
mereka dengan memperluas skala perusahaan, seperti dengan menambah bahan baku, tenaga kerja, atau 
berbagai faktor produksi lainnya.[9] 

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyerahan wewenang pemerintahan 
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam berbagai aspek UU No. 32 Tahun 2004 mengatur hubungan keuangan 
pusat dan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan 
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selaras.[10] 
Pemberian wewenang ini kepada setiap daerah membuka peluang bagi para penanam modal dalam negeri 

maupun penanam modal asing untuk mengalirkan modal mereka ke Kota Bandar Lampung. Sebagai ibu kota 
Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatera dan 
menjadi pusat perdagangan dan jasa di wilayah ekonomi Sumatera Bagian Selatan. Potensi ini menjadikan Kota 
Bandar Lampung menarik bagi investor yang berharap mendapatkan keuntungan dari penanaman modal, 
mengingat perkembangan Kota Bandar Lampung yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Dengan demikian, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu mendorong masyarakatnya 
untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi-potensi lokal mereka agar menarik minat investor untuk 
berinvestasi di wilayah tersebut. Hal ini akan berdampak pada peningkatan investasi sehingga menghasilkan 
perusahaan baru yang berkapasitas untuk membuka lapangan kerja lebih besar atau dalam jumlah yang besar. 

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Proyek PMDN dan PMA di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2023 

 

Tahun 

PMDN 

( Rp ) 

PMA 

( US$ ) 

Jumlah Investasi 
Jumlah 

Perusahaan 

Peningkatan 

investasi 

(%) 

Jumlah Investasi 
Jumlah 

Perusahaan 

Peningkatan 

investasi 

(%) 

2013 720.850.332.398 45 - 312.243.578 51 - 

2014 750.430.332.398 59 4% 330.398.578 55 6% 

2015 877.285.379.135 64 17% 351.902.324 59 7% 

2016 947.403.951.906 68 8% 428.326.554 61 22% 

2017 1.033.079.524.677 75 9% 507.465.016 65 18% 

2018 1.474.176.024.677 98 43% 520.769.714 77 3% 

2019 1.922.222.324.677 172 30% 606.031.814 135 16% 

2020 2.210.330.624.677 563 15% 630.598.514 293 4% 

2021 3.480.180.424.677 1.368 57% 706.294.714 449 12% 

2022 5.009.521.724.677 2.142 44% 881.238.814 630 25% 

2023 7.454.783.824.677 4.150 49% 960.800.314 995 9% 

Sumber:Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung (Data Diolah) 

Merujuk pada tabel 2 Perkembangan Investasi di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan yang 
signifikan setiap tahunnya. Namun, peningkatan jumlah Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) dari tahun ke 
tahun mengalami angka yang fluktuatif, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 57% dari 
tahun sebelumnya, sebesar 1,269,849,800,000 Dan kembali menurun di 2022. Meskipun demikian jika 
dibandingkan dengan angkatan kerja bekerja, tahun 2021 mengalami penurunan 0,1% dari tahun sebelumnya. 
Pada penanaman modal asing juga menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Namun peningkatan jumlah 
penanaman modal asing mengalami angka fluktuatif, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 
25% dari tahun sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 174,944,100 dan kembali menurun ditahun 2023 hanya 
mengalami oeningkatan sebesar 9%. 

Penelitian Investasi Swasta yang dilakukan oleh Sri Wahyuny Mustafa[11], menunjukkan bahwa Investasi 
Swasta mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam penelitian 
yang dilakukan oleh Muhammad Sakti, Muhammad Saleh, Juliansyah[12], menunjukkan bahwa Investasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menandakan bahwa peningkatan pada nilai 
investasi Swasta belum tentu berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Selain melalui investasi swasta, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan penyerapan 
tenaga kerja diantaranya melalui kebijakan pengeluaran untuk infrastruktur, aset tetap dan aset lainnya. Porsi 
pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal yang bertujuan untuk penunjang investasi daerah. Belanja 
modal merupakan salah satu komponen dari belanja daerah yang telah ditetapkan dalam APBD suatu daerah. 
Belanja modal bisa didefinisikan sebagai investasi yang berupa pengadaan/pembelian aset yang bermanfaat 
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lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat 
secara ekonomis, sosial dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam 
melayani masyarakat.[13] 

Tabel 3. Realisasi belanja modal Kota Bandar Lampung 2013-2023 

Tahun 
Belanja modal 

(Milyar) 

2013 399,44 

2014 354,19 

2015 245,17 

2016 199,20 

2017 503,28 

2018 425,20 

2019 310,73 

2020 263,72 

2021 400,78 

2022 424,75 

2023 322,66 

Sumber: kemenkeu.go.id 

Berdasarkan tabel 3 dapat terlihat bahwa jumlah belanja modal di kota Bandar Lampung mulai tahun 2013 
sampai tahun 2023 mengalami angka yang fluktuatif. Belanja modal tertinggi di kota Bandar Lampung pada 
tahun 2017 sebesar 503,28 Milyar. Selain tertinggi, tahun 2017 juga mengalami peningkatan jumlah sangat 
signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 304,08 Milyar. Sedangkan dilihat dari kondisi peningkatan 
jumlah angkatan kerja bekerja dari tahun sebelumnya, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,7%. 
Sedangkan realisasi belanja modal paling sedikit terjadi di tahun 2016 yaitu 199,20 M, yang jika disesuaikan 
dengan penyerapan tenaga kerja yang terjadi di 2016 peningkatan tenaga kerja terjadi sebesar 2,1% yang 
Dimana tahun tersebut merupakan penyerapan tenaga kerja paling optimal dari tahun sebelumnya dan tahun 
setelahnya. dalam hal ini dapat terlihat pada peningkatan dan penurunan belanja modal terhadap penyerapan 
tenaga kerja terjadi ketidaksesuaian pada teori. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Didin Fatihudin[14], menunjukkan Peningkatan belanja modal dapat 
memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, pada penelitian yang 
dilakukan oleh Rizki Kenraraswati, M. Syurya Hidayat, Yohanes Vyn Amzar[15], hasil penelitian menyatakan 
bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka dapat 
disimpulkan belanja modal belum tentu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 
tenaga kerja di Kota Bandar Lampung. 

Penyerapan tenaga kerja dalam konteks permintaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat upah. 
Kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja yaitu dengan kebijakan 
penetapan upah minimum. Upah sebagaimana yang dikemukakan keynes dalam teorinya berpendapat bahwa 
pasar tenaga kerja tidak berfungsi seperti yang dijelaskan dalam teori klasik. Pekerja biasanya tergabung dalam 
serikat buruh yang berusaha melindungi upah agar tidak turun. Meskipun ada kemungkinan penurunan upah, 
Keynes berpendapat ini jarang terjadi. Dalam hal ini Keynes menyatakan terdapat hubungan positif antara upah 
dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini terjadi pada saat upah naik maka pendapatan masyarakat akan 
meningkat. Dengan demikian daya beli masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Pada saat daya beli 
meningkat maka konsumsi akan meningkat juga sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan 
produksinya. Pada saat itu, perusahaan harus meningkatkan faktor produksinya salah satunya tenaga kerja 
sehingga akan terjadi penyerapan tenaga kerja.[16] 

Tabel 4. Upah Minimum Kota Bandar Lampung 2013-2023 

Tahun Upah Minimum 

2013 1.165.000 

2014 1.422.500 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 

 
Dalam daftar tabel 4 dapat dilihat bahwa upah minimum di kota Bandar Lampung mulai dari tahun 2013 

hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan, Namun peningkatan upah minimum paling signifikan terjadi 
di tahun 2014, jika disesuaikan dengan data angkatan kerja bekerja, tahun 2014 angkatan kerja bekerja 
mengalami peningkatan hanya 0,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan peningkatan paling sedikit pada 
tahun 2022 sebesar 1% dari tahun sebelumnya, jika disesuaikan dengan data angkatan kerja bekerja 2022 
mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,9%. 

Upah minumum ini memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sebagaimana penelitian yang 
dilakukan oleh Nur Kusmiati Taufan, Ade Yunita Mafruhat[17], yang menyebutkan bahwa UMK berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Adapun penelitian yang bertolak belakang sebagaimana 
penelitian dari Muhammad Sakti, Muhammad Saleh, Juliansyah[12], yang berkesimpulan dimana upah 
minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Maka dari kedua hasil penelitian 
terdahulu dapat disimpulkan bahwa upah minimum kota belum tentu memberikan pengaruh positif terhadap 
penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung. 

Dari uraian tersebut, terdapat suatu permasalahan yang menarik untuk di teliti lebih lanjut mengenai 
pengaruh investasi swasta, belanja modal dan upah minimum kota terhadap penyerapan tenaga kerja di kota 
Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi islam tahun 2013-2023, dan penulis akan mengangkat 
permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian: “Analisis Pengaruh Investasi Swasta, Belanja 

Modal, Dan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar 
Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2013-2023”. 

II. METODE DAN MATERI 
2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Harrod-domar 

Harrod-Domar adalah ahli ekonomi yang mengembangkan analisis Keynes yang menekankan tentang 

perlunya penanaman modal/investasi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Investasi memainkan peran 

penting dalam menciptakan lapangan kerja. Untuk menjalankan suatu usaha, selain modal yang ditanamkan, 

juga diperlukan tenaga kerja. Harrod-Domar menjelaskan bahwa kegiatan investasi dalam suatu perekonomian 

memiliki potensi untuk mempengaruhi fluktuasi tingkat perekonomian negara, karena dapat mendorong 

peningkatan produksi dan menciptakan peluang kerja baru.[18] 

Dalam kerangka Teori Harrod-Domar, pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang tidak 

hanya meningkatkan kapasitas produksi perekonomian, tetapi juga mendorong permintaan efektif di 

masyarakat. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik sebagai sumber 

pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Peningkatan investasi menciptakan lapangan kerja 

baru, yang membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga 

menurunkan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.[19] Untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan, investasi baru diperlukan untuk meningkatkan akumulasi modal. Dampak 

langsungnya, sektor-sektor yang menerima investasi baru akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga investasi 

tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga membantu penyerapan tenaga kerja dan menurunkan 

tingkat pengangguran.[20] 

  

2015 1.649.500 

2016 1.870.000 

2017 2.054.365 

2018 2.263.391 

2019 2.445.141 

2020 2.653.223 

2021 2.739.983 

2022 2.770.794 

2023 2.991.349 
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2.1.2 Teori Makroekonomi Keynesian 

Teori Ekonomi Keynesian, yang juga dikenal sebagai Keynesianisme, dikembangkan oleh ekonom Inggris, 

John Maynard Keynes, melalui karya utamanya The General Theory of Employment, Interest, and Money. Teori 

ini menekankan pentingnya permintaan agregat dalam perekonomian dan bagaimana campur tangan pemerintah 

dapat membantu menstabilkan ekonomi, Secara umum, Total pembelanjaan agregat pada suatu waktu sering kali 

lebih kecil dari yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi semua orang yang ingin bekerja. Agar 

semua orang bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga pembelanjaan agregat harus ditingkatkan hingga mencapai 

tingkat yang cukup. diperlukan intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk meningkatkan pengeluaran 

agregat, dengan kebijakan fiskal sebagai langkah utama. Kebijakan ini mengelola anggaran pengeluaran dan 

penerimaan pemerintah.[21] 

Keynes mengusulkan langkah yang perlu diambil adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. 

Dalam teorinya, Keynes berpendapat bahwa investasi mempengaruhi peningkatan stok modal dan Tingkat 

pertumbuhan output seharusnya sejalan dengan tingkat permintaan agregat, yang jika tidak tercapai, dapat 

menghambat laju pertumbuhan output, yang akan berdampak juga pada penurunan kesempatan kerja. 

Pengeluaran pemerintah ini bertujuan untuk mengimbangi konsumsi dan investasi, sehingga mampu mendorong 

peningkatan penyerapan tenaga kerja.[22] Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah yang memberikan manfaat 

jangka panjang salah satunya adalah belanja modal. Belanja tersebut dialokasikan untuk membangun 

infrastruktur dan fasilitas publik, yang pada gilirannya dapat menciptakan peluang kerja. Seperti pembangunan 

jalan penghubung (darat, laut, udara), komunikasi, energi, dan lainnya, yang dimana hal ini akan diikuti dengan 

menarik para penanam modal untuk menanamkan modal di daerah tersebut, dengan harapan bahwa peningkatan 

investasi akan mendorong terbentuknya perusahaan baru yang akan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. 

[23] 

Disamping hal itu, penyerapan tenaga kerja erat kaitannya dengan tingkat upah, dimana Keynes 

berpendapat bahwa pasar tenaga kerja tidak berfungsi seperti yang dijelaskan dalam teori klasik. Pekerja 

biasanya tergabung dalam serikat buruh yang berusaha melindungi upah agar tidak turun. Meskipun ada 

kemungkinan penurunan upah, Keynes berpendapat ini jarang terjadi. Terlindunginya upah pekerja, ini akan 

berdampak pada pendapatan Masyarakat yang meningkat sehingga diikuti daya beli masyarakat yang meningkat 

juga, artinya hal ini akan meningkatkan tingkat konsumsi Masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong 

produsen untuk meningkatkan produksinya. Sehingga, perusahaan harus meningkatkan faktor produksinya yang 

salah satunya adalah tenaga kerja, dalam hal ini akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Jika upah turun, 

pendapatan masyarakat akan berkurang, yang mengurangi daya beli dan akhirnya menurunkan konsumsi. 

Penurunan konsumsi ini akan menurunkan harga dan output barang.[16] Sehingga Keynes berpendapat bahwa 

terdapat hubungan positif antara upah dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Maka kenaikan upah akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli. Peningkatan daya beli ini 

mendorong konsumsi, sehingga produsen perlu meningkatkan produksi mereka. Untuk itu, perusahaan harus 

menambah faktor produksi, termasuk tenaga kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja. 

 

2.1.3 Penyerapan tenaga kerja 

Penyerapan tenaga kerja merujuk pada jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam suatu sektor atau unit 

usaha, yang terjadi sebagai akibat dari permintaan akan tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pembicaraan tentang 

ketenagakerjaan tidak terlepas dari masalah kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Tenaga kerja 

merupakan individu yang bekerja dalam proses produksi, dianggap sebagai lebih dari sekadar faktor produksi, 

namun juga sebagai individu yang dihargai serta mendapat hak yang layak, diberi kompensasi yang disepakati 

dengan sukarela oleh kedua belah pihak, dengan tanggung jawab dan amanah untuk menjalankan tugas dengan 

optimal.[24] 

 

2.1.4 Investasi Swasta 

Investasi swasta atau penanaman modal adalah penempatan sejumlah modal yang berasal dari perusahaan 
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atau swasta yang kemudian akan berdampak pada peningkatan stok modal, yang pada pemanfaatannya 

digunakan untuk membangun usaha baru dan melakukan perbaikan atau pemeliharaan pada Perusahaan atau 

usaha yang telah berjalan. Yang dampaknya akan menimbulkan beberapa keuntungan antara lain: meningkatkan 

tingkat penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan tingkat 

kemiskinan, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.[25] Dalam Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal dibagi 

menjadi 2 yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Penanaman 

Modal Asing adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang 

bersumber dari luar negeri.[26] Penanaman modal dalam negri adalah aktivitas penanaman modal yang 

dilakukan oleh pelaku usaha serta dana yang bersumber dari dalam negri dengan tujuan membangun, 

mengoprasikan dan menambahkan stok modal usaha dalam negri[27] 

 
2.1.5 Belanja modal 

Belanja modal merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh atau 

meningkatkan aset yang memiliki manfaat jangka panjang, lebih dari satu tahun anggaran. Pengeluaran ini 

digunakan untuk investasi dalam infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum 

lainnya, yang dapat menambah nilai dan kekayaan daerah. Dengan demikian, belanja modal bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas dan kualitas aset yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik di masa 

depan serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja[28] Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 

PER-33/PB/2008, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pembentukan modal yang bertujuan 

menambah aset tetap atau aset lainnya dengan manfaat yang melampaui satu periode akuntansi. Termasuk di 

dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang berfungsi memperpanjang atau meningkatkan 

masa manfaat, kapasitas, serta kualitas asset.[29] 

 

2.1.6 Upah minimum 

Upah adalah salah satu aspek yang mempengaruhi motivasi serta efisiensi tenaga kerja, yang pada 

akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas output yang dihasilkan. Upah yang adil merupakan upah yang 

sesuai dengan standar pengupahan yang ditetapkan pemerintah. [30] Di Indonesia, penetapan upah minimum 

dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi disetiap daerah. Kebutuhan hidup layak merujuk pada kebutuhan seorang pekerja/ 

buruh untuk mendapatkan hidup layak yang memadai dalam sebulan.[31] 

 

2.2 Hipotesis 
Berdasaekan kajian teori yang telah dijelaskan, hipotesis dirumuskan menjadi: 
1. Diduga investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di bandar 

lampung tahun 2013-2023. 

2. Diduga belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bandar 

Lampung tahun 2013-2023. 

3. Diduga upah minimum kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bandar 

Lampung tahun 2013-2023. 

4. Investasi swasta, investasi publik, tingkat pendidikan, umk secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Bandar Lampung tahun 2013-2023.
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Gambar 1. Kerangka Konsep 

Keterangan : 

  Secara Parsial 

 Secara Bersama-sama 

 

2.3 Metode Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk Time series atau kurun 
waktu mulai dari tahun 2013-2023 yang bersifat asosiatif. Metode kuantitatif adalah metode yang penyajian 
datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan 
menguji hipotesis.[32] Data kuantitatif terdiri dari investasi swasta, belanja modal, upah minimum kota dan 
penyerapan tenaga kerja di kota Bandar Lampung tahun 2013-2023. Di mana penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan pengaruh antara variabel bebas (independen) yaitu Investasi Swasta, belanja modal, Upah 
Minimum Kota (x) terhadap variabel terikat (dependen) yaitu Penyerapan Tenaga Kerja (y). Pengujian sampel 
menggunakan software SPSS25 dan menggunakan analisis regresi linear berganda yaitu uji asumsi klasik 
meliputi uji normalitas, uji multikoliniearitas, uji heteroksedastisitas, uji autokorelation, dilanjutkan uji 
hipotesis pada uji-t, uji-f dan uji koefisien determinasi (R2). 

Populasi adalah seluruh subjek penelitian yang dapat berupa manusia atau benda yang dapat berkontribusi 
untuk memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian yang dapat dipelajari dan 
kemudian dapat diambill kesimpulannya.[33] Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
yang diperoleh berdasarkan periode waktu tertentu pada Investasi swasta (PMA, PMDN), Belanja Modal, upah 
minimum kota dan penduduk 15+ yang bekerja di Kota Bandar Lampung pada tahun 2013-2023. yang telah 
dipublikasikan oleh Dinas Penanaman Modal Provinsi Lampung dan BPS Kota Bandar Lampung dan 
Kemenkeu. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah semple jenuh yaitu dimana 
seluruh jumlah anggota populasi dilibatkan sebagai sampel penelitian.[32] yaitu data tahunan periode 2013-2023 
dengan total 11 sampel. 

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari kantor, buku 
(kepustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan 
penelitian.[34] Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder dengan jenis data time series. 
Data bersumber dari Dinas Penanaman Modal Provinsi Lampung dan BPS Kota Bandar Lampung, web resmi 
Kemenkeu, perpustakaan, dan sumber-sumber lainnya seperti jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Data 
yang digunakan adalah Jumlah Penduduk 15+ yang Bekerja, PMA Dan PMDN, Realisasi Belanja Modal 
Pemerintah, Serta Upah Minimum Kota Bandar Lampung. 
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III. PEMBAHASAN DAN HASIL 
3.1 Uji Asumsi Klasik 
3.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji selanjutnya, 
pengujian ini digunakan uji one sample kolmogrovsmirnov. Data yang dinyatakan berdistribusi normal 
apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan kolmogrof- 
smirnov terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 11 

Normal Parametersa,b Mean 
.0000000 

Std. Deviation 
.01190400 

Most Extreme Differences Absolute .163 

Positive 
.163 

Negative 
-.140 

Test Statistic .163 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : SPSS 25 data diolah tahun 2024 

Merujuk pada tabel 5 dapat dilihat hasil uji normalitas menggunakan metode one sample kolmogrov- 
smirnov yang dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari variabel independen dan variabel dependen pada 
jumlah (N) sebesar 11 adalah 0,200. Berarti data dari penelitian ini berdistribusi normal karena nilai residualnya 
lebih besar dari signifikansi 0,05 atau 0,200 > 0,05, sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian 
hipotesis. 

3.1.2 Uji Multikolinieritas 
Data yang digunakan dalam penelitian ini harus terbebas dari gejala multikolinieritas, gejala ini 

ditunjukkan dengan korelasi antar variabel independen. Pengujian dalam uji multikolinieritas ditentukan dengan 
melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) harus berada dibawah 10. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients 

Model  
Collinearity Statistics 

 
 

Tolerance VIF 
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1 (Constant) 
  

 

Investasi Swasta ,113 8,887 

 

Belanja Modal ,906 1,104 

 

Upah Minimum Kota ,115 8,683 

a. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja 

sumber : SPSS 25 data diolah tahun 2024 

 

Berdasarkan pada tabel 6 dapat disimpulkan bahwa hasil uji multikolinieritas menunjukkan 

data tidak terjadi gejala multikolinieritas antara masing-masing variabel independen dalam model 

regresi yaitu melihat nilai VIF dan nilai tolerance. Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance < 0,10 

atau sama dengan VIF > 10. hasil nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10. Demikian VIF tidak 

ada variabel independen yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinieritas yang terjadi 

tidak terjadi (lolos uji multikolinieritas). 

3.1.3 Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dan residual satu pengamatan yang lain. Cara untuk memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot, regresi tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data yang 

menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0, tidak hanya di atas atau di bawah saja, tidak membentuk 

pola bergelombang dan tidak berpola. Hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut: 

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan pada pola gambar scatterplot dapat dilihat hasil pengolahan data heteroskedastisitas diperoleh 
titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya di 
atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak berpola, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 

 
3.1.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data 
observasi yang diuraikan menurut waktu (times-series). uji Runs Test merupakan metode yang digunakan 
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dalam penelitian ini untuk mengetahuin ada atau tidaknya gejala autokorelasi, sebagai bagian dari statistic non- 
parametric dapat pula digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak 
(sistematis). 
Ho : residual (res_1) random (acak) 
Ha : residual (res_1) tidak random (sistematis) 
Hasil uji autokorelasi (Uji Runs test) dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
 

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : SPSS 25 data diolah tahun 2024 

 
Hasil uji autokorelasi menggunakan Runs Test yang terdapat pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai test 

adalah 0,029 dengan probabilitas 0,977 signifikan diatas 0,05 yang berarti Ho diterima, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa residual random (acak) atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual. 

 
3.2 Analisis Regresi Berganda 

Tabel 8. Hasil Pengujian Regresi Berganda 

Sumber : SPSS 25 data diolah tahun 2024 

Hasil pengujian di tabel 8 diperoleh persamaan regresi yaitu Y = 6.356 + 0,122X1 + 0,019X2 + 0,249X3 
+e. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, konstanta regresi menunjukkan nilai positif sebesar 6,356, 

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Valuea .00171 

Cases < Test Value 5 

Cases >= Test Value 6 

Total Cases 11 

Number of Runs 7 

Z .029 

Asymp. Sig. (2-tailed) .977 

a. Median 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.365 .469  13.575 .000   

INVESTASI SWASTA 
.122 .026 .464 4.762 .002 .113 8.887 

BELANJA MODAL -.019 .017 -.039 -1.132 .295 .906 1.104 

UPAH MINIMUM KOTA 
.249 .044 .552 5.724 .001 .115 8.683 

a. Dependent Variable: PENYERAPAN TENAGA KERJA 
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artinya jika variabel lain meningkat 1%, penyerapan tenaga kerja meningkat 6,356%. Variabel investasi swasta 
memiliki koefisien positif sebesar 0,122, yang berarti peningkatan investasi 1% akan meningkatkan penyerapan 
tenaga kerja sebesar 0,122%, menunjukkan hubungan positif antara keduanya. Variabel belanja modal juga 
menunjukkan hubungan negatif dengan koefisien sebesar -0,019, artinya peningkatan belanja modal 1% 
mengurangi penyerapan tenaga kerja sebesar 0,019%. Selain itu, variabel upah minimum kota memiliki 
koefisien positif sebesar 0,249, menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum 1% meningkatkan penyerapan 
tenaga kerja sebesar 0,249%. hasil mengindikasikan bahwa peningkatan investasi, belanja modal, dan upah 
minimum kota berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun peningkatan belanja modal 
berkontribusi negative terhadap penyerapan tenaga kerja. 

 

3.3 Uji Hipotesis 
3.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) 

Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri dari 
investasi swasta, belanja modal dan upah minimum kota terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota 
Bandar Lampung. Keputusan penerimaan hipotesis atau penolakannya adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 9. Hasil Pengujian Uji-t 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.365 .469  13.575 .000   

INVESTASI SWASTA 
.122 .026 .464 4.762 .002 .113 8.887 

BELANJA MODAL -.019 .017 -.039 -1.132 .295 .906 1.104 

UPAH MINIMUM KOTA .249 .044 .552 5.724 .001 .115 8.683 

a. Dependent Variable: PENYERAPAN TENAGA KERJA 

Sumber : SPSS 25 data diolah tahun 2024 

Berdasarkan pengujian regresi secara parsial pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa variabel investasi 
swasta (X1) dengan nilai signifikan 0,002 < 0,05, dan nilai t hitung 4,762 > t tabel 2,365, sehingga dari hasil 
tersebut dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi 
swasta (X1) terdapat pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). 

Variabel belanja modal (X2), dengan nilai signifikansi 0,295 > 0,05, dan nilai t hitung -1,132 < -2,365, 
sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa belanja modal (X2) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). 

Sedangkan variabel upah minimum kota (X3) dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05, dan nilai t hitung 5,724 
> t tabel 2,365, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa Upah Minimum Kota (X3) terdapat pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga 
kerja (Y). 

3.3.2 Uji F Statistik 

Uji f bertujuan untuk menguji pengaruh variable independen yang terdiri dari investasi swasta, belanja 
modal dan upah minimum kota terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung secara bersama- 
sama. Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variable bebas terhadap variabel 
terikat maka digunakan probability sebesar 5% (0,05) 
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Tabel 10. Hasil Uji F statistik 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
.188 3 .063 309.260 .000b 

Residual 
.001 7 .000   

Total 
.189 10    

a. Dependent Variable: PENYERAPAN TENAGA KERJA 

b. Predictors: (Constant), UPAH MINIMUM KOTA, BELANJA MODAL, INVESTASI SWASTA 

Sumber: SPSS 25 data diolah tahun 2024 

 
Hasil uji diketahui hasil uji F statistik di atas menunjukkan nilai sig 0,000 < 0,05, dan nilai f hitung 

309,260 > f tabel 4,07. Hal ini menunjukkan; Uji F statistik menunjukkan nilai sig 0,000 < 0,05, maka Ho 
ditolak dan H4 diterima. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa variabel investasi swasta, belanja modal dan upah 
minimum kota terdapat pengaruh positif signifikan secara Bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja. 

 

3.4 Uji Koefesien Determinasi (R Square) 

Koefesien determinasi (R2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat 
menjelaskan variabel dependen. Apabila angka determinasi semakin kuat, maka variabel independen dapat 
dinyatakan dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel 
dependen. Sedangkan jika nilai koefesien determinasi yang lebih kecil maka dapat dikatakan kemampuan 
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen adalah terbatas. 

Tabel 11. Hasil Uji R Square 

Model Summaryb 

Model  

 

R 
 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin- 

Watson 

1 

,992a ,983 ,976 ,02112 2,651 

a. Predictors: (Constant), Upah Minimum Kota, Belanja Modal, Investasi Swasta 

b. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja 

Sumber : SPSS 25 data diolah tahun 2024 

 
Regresi linier berganda menggunakan R square yang telah disesuaikan yaitu Adjusted R Square. maka 

output SPSS penelitian ini menghasilkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,976 atau 97,6%. Hal ini 
menunjukkan kontribusi pengaruh variabel independen (Investasi swasta, belanja modal dan upah minimum 
kota) mampu menjelaskan sebesar 97,6%. variabel dependen (Penyerapan Tenaga Kerja). 
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Pembahasan 

Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Tahun 
2013-2023 

Secara parsial adalah bahwa Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 
tenaga kerja di kota Bandar Lampung. Berdasarkan analisis ini terdapat kesesuaian dengan teori Harrod- 
domar[16]yang dalam pandangannya Investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga meningkatkan 
kapasitas produksi. Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja secara otomatis akan lebih banyak 
digunakan. Perkembangan penanaman modal mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, yang 
mencerminkan sejauh mana pembangunan berlangsung. Oleh karena itu, setiap negara berusaha menciptakan 
iklim yang mendukung untuk mendorong investasi, khususnya investasi swasta, yang dapat membantu 
membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. 

Investasi swasta, baik domestik maupun asing, memiliki peluang besar di Kota Bandar Lampung 
disebabkan letaknya yang strategis sebagai pusat perekonomian di Sumatera Bagian Selatan. Potensi ekonomi 
tersebut menarik minat investor sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja, membuka lebih banyak 
peluang kerja bagi penduduk lokal, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Investasi swasta di Kota Bandar 
Lampung, baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, menunjukkan peningkatan 
signifikan setiap tahun, terutama pada 2018-2023 dengan kenaikan PMDN sebesar 30-57% dibandingkan 
4-17% pada 2013-2017. Sebagian besar PMDN dialokasikan ke sektor tersier padat karya seperti hotel, restoran, 
perdagangan, dan reparasi, hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor lokal. Seperti halnya 
penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing juga didominasikan untuk pengalokasian pada sektor 
tersier, khususnya pada proyek-proyek bidang jasa yang padat karya. Namun, meskipun PMA mengalami 
peningkatan yang lebih kecil dari PMDN, dengan peningkatan yang berkisar antara 3-25% setiap tahun, sektor 
ini tetap berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung. Keberadaan proyek-proyek jasa 
ini membuka peluang kerja di berbagai bidang, mulai dari layanan pelanggan, keuangan, perdagangan, hingga 
sektor pariwisata, yang secara langsung dapat meningkatkan tingkat pekerjaan di kota Bandar Lampung. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Putri Eka Wahyuni, Kukuh 
Arisetyawan, Lucky Rachmawati, Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah[35] yang mengatakan investasi secara positif 
dan signifikan memengaruhi penyerapan tenaga kerja, lalu penelitian yang dilakukan oleh Rudi Sofia Sandika, 
Yusni Maulida, Deny Setiawanyang mengatakan investasi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja. 

 
Pengaruh Belanja Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Tahun 
2013-2023 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal (X2) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
penyerapan tenaga kerja (Y). Belanja modal di Kota Bandar Lampung berpengaruh negatif tidak signifikan 
terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat ketidak sesuaian dengan teori 
Keynes yang menyatakan bahwa tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh pembelanjaan agregat. Belanja 
pemerintah (G) merupakan salah satu komponen pembelanjaan agregat. Untuk meningkatkan kegiatan 
perekonomian, pemerintah harus meningkatkan pembelanjaan agregat .Keynes berpendapat bahwa akumulasi 
modal dan laju pertumbuhan output seharusnya sejalan dengan tingkat permintaan agregat, yang jika tidak 
tercapai, dapat menghambat laju pertumbuhan output, yang akan berdampak juga pada penurunan kesempatan 
kerja. Pengeluaran pemerintah ini bertujuan untuk mengimbangi konsumsi dan investasi, sehingga mampu 
mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja.[22] 

Belanja modal seringkali dianggap sebagai salah satu pendorong utama dalam menciptakan lapangan 
pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui belanja modal, pemerintah diharapkan dapat 
membangun infrastruktur, fasilitas publik, dan sektor-sektor yang dapat menciptakan kesempatan kerja.[36] 
Namun, berdasarkan temuan dalam penelitian ini, berpengaruh negatif tidak signifikan antara belanja modal 
terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung periode 2013-2023 ini menggambarkan bahwa 
Alokasi belanja modal tenyata belum dapat mendorong penyerapan tenaga kerja, dikarenakan kebijakan 
anggaran yang direalisasikan oleh pemerintah untuk pengeluaran belanja modal masih jauh lebih rendah 
daripada realisasi pengeluaran untuk belanja pegawai dan belanja barang-jasa sehingga belum sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi yang ada. 

Selain itu, dalam alokasi belanja modal, terdapat kecenderungan yang kurang mengutamakan pengadaan 
barang atau modal yang bersifat padat karya atau yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja langsung. Pada 
belanja modal peralatan dan mesin lebih difokuskan pada pengadaan mesin, peralatan canggih, teknologi dan 
alat-alat berat atau alat-alat pengganti. Seperti halnya dalam aspek belanja modal jalan, jembatan, jaringan 
transportasi, dan irigasi, proyek-proyek pembangunan besar yang tidak cukup memanfaatkan tenaga kerja lokal 
atau tidak menyerap tenaga kerja secara optimal, karena pengadaan barang dan jasa lebih mengarah pada 
pembelian atau sewa mesin dan peralatan yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja manusia. Dengan 
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demikian, peluang untuk menyerap tenaga kerja lokal menjadi terbatas, terutama di sektor-sektor yang 
mengandalkan keterampilan rendah atau menengah. Selain itu, meskipun belanja modal telah dialokasikan, 
anggaran tersebut sering kali tidak digunakan secara maksimal untuk menciptakan lapangan kerja.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh pada penelitian yang dilakukan oleh Rizki Kenraraswati, M. Syurya Hidayat, 
Yohanes Vyn Amzar[15], hasil penelitian menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh 
signifikansi terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Pengaruh Upah Minimum Kota terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Tahun 
2013-2023 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Upah Minimum Kota (X1) terdapat pengaruh 
positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Berdasarkan analisis ini terdapat kesesuaian dengan 
teori keynes, Upah sebagaimana yang dikemukakan dalam teorinya berpendapat bahwa pasar tenaga kerja tidak 
berfungsi seperti yang dijelaskan dalam teori klasik. Pekerja biasanya tergabung dalam serikat buruh yang 
berusaha melindungi upah agar tidak turun. Meskipun ada kemungkinan penurunan upah, Keynes berpendapat 
ini jarang terjadi. serikat pekerja yang melindungi dan memperjuangkan kepentingan banyak pekerja. Upaya ini 
termasuk menjaga upah yang wajar bagi pekerja. Serikat pekerja akan selalu menentang segala upaya untuk 
menurunkan upah, dapat digambarkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 
yaitu tertulis pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minumum yang ditetapkan. Dalam 
konteks hukum tersebut, serikat buruh di Indonesia memiliki fungsi dan peran yang serupa dengan konsep 
serikat buruh dalam pandangan Keynes, yaitu sebagai organisasi yang berupaya melindungi hak-hak pekerja, 
termasuk dalam mempertahankan tingkat upah nominal. Dengan demikian, peningkatan upah ini akan 
berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat yang kemudian berdampak pada daya beli Masyarakat 
yang meningkat. Daya beli Masyarakat ini akan meningkatkan konsumsi yang pada gilirannya akan mendorong 
produsen untuk meningkatkan produksinya. Sehingga, perusahaan harus meningkatkan faktor produksinya, 
salah satunya tenaga kerja sehingga akan terjadi penyerapan tenaga kerja. 

Didukung dengan data angkatan kerja bekerja menurut status pekerjaan utama di Kota Bandar Lampung, 

lebih dari 50% atau lebih dari separuhnya memiliki status pekerjaan utama di sektor formal, yang 
sebagaimana hubungan antara sektor formal dan standar upah minimum lebih kuat dan langsung dibandingkan 
dengan sektor informal karena sektor formal umumnya lebih terstruktur dan diatur oleh hukum, sehingga 
standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki pengaruh langsung terhadap penetapan upah 
pekerja, Dimana  perusahaan di sektor formal diwajibkan untuk mematuhi ketentuan UMK yang berlaku, yang 
berarti setiap pekerja di sektor ini harus menerima upah yang tidak boleh lebih rendah dari standar yang 
ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjamin pekerja sektor formal mendapatkan upah yang sesuai dengan 
regulasi, memberikan kestabilan ekonomi, serta memfasilitasi peningkatan daya beli. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagas Martimbang[38], yang berjudul 
Analisis Pengaruh Pdrb, Belanja Modal, Pendidikan, Dan UMK Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi 
Jawa Tengah Periode 2010-2015, yang mengatakan terdapat adanya pengaruh positif dan signifikan dari 
variabel UMK terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. 

Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Modal dan Upah Minimum Kota Secara Bersama-Sama Terhadap 
Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2023 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta, belanja modal dan upah minimum kota memberikan 
pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan diketahui hasil uji F 
statistik di atas menunjukkan nilai sig 0,000 < 0,05, dan nilai f hitung 309,260 > f tabel 4,07. Hal ini 
menunjukkan; Uji F statistik menunjukkan nilai sig 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan H4 diterima. Sehingga 
dapat ditunjukkan bahwa variabel investasi swasta, belanja modal dan upah minimum kota terdapat pengaruh 
positif signifikan secara Bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja. 

 
Investasi Swasta, Belanja Modal dan Upah Minimum Kota Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dalam 
perspektif Ekonomi Islam 

Dalam agama Islam, kebutuhan dasar setiap individu dijamin pemenuhannya secara menyeluruh, 
mencangkup kebutuhan barang dan jasa, dalam hal ini diperlukannya kerja sama antara individu, masyarakat, 
dan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting untuk menetapkan kebijakan yang memastikan kebutuhan 
ini terpenuhi, termasuk dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang mampu bekerja. Tanggung jawab ini 
sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa 

“Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta 
pertanggungjawaban terhdap urusan rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim). 
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Dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk menetapkan mekanisme yang memastikan pemenuhan 
kebutuhan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah dengan mewajibkan setiap warganya 
bekerja sesuai perintah Allah SWT, serta memberikan dan mengoptimalkan fasilitas dan lapangan kerja, 
sehingga setiap orang dapat memperoleh pekerjaan. Dalam sudut pandang ekonomi Islam, penanaman modal 
dan pengeluaran pemerintah khususnya dalam hal belanja modal, termasuk dalam kategori fiqh muamalah, di 
mana ajaran Islam menekankan bahwa sumber daya (harta) tidak seharusnya hanya disimpan, tetapi harus 
dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat bagi orang lain.[39] Sebagai upaya untuk memenuhi 
tanggung jawab tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah berusaha meningkatkan investasi, baik 
penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Peningkatan investasi ini 
diharapkan dapat membuka lebih banyak lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran di kota tersebut. 

Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai kebijakan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk 
distribusi yang merata. Islam tidak menganjurkan akumulasi kekayaan yang berlebihan, melainkan mendorong 
pengeluaran yang digunakan untuk kesejahteraan umat. Dalam hal ini, Islam mengarahkan agar kekayaan yang 
dimiliki digunakan untuk kebaikan bersama, memperbaiki kondisi sosial ekonomi, dan menolong yang 
membutuhkan.[40] Salah satu ayat yang membahas mengenai pengeluaran dalam QS Al-Hasr ayat 7[4], di mana 
Allah SWT berfirman: 

 
عواِوْف ءِوُّد َُ ُْسَو سُِوَْىِِ لْفوِ ْعُلِلَْ لُسَوِ ْ َْ فوِ ْعُلِ ْْ عَوُىَوِ عََ ْوْعَُّعُ  َوِ عَو و د َ ِْ عَوُعَلِوسَسُوْمُِيَوْعَُّعْ ْو نِ
وُْ وىِ ع عُ َعوِ سُِوبِ عَوُىع ْ ۢ علعوْع و ْْ وِ سُِوَ ءَوسَرُ علُُ َُ ُِْۗرلَِ َُ وهعُ عِموُىوِْلُسِوْ َِ وَِ عوُ َِ و ُْ وِِّ وۢ علُواِرُلعوىُِبوُْعلونلَُيَو َْ وُ عُ َِ

َُ عوْعُةََُِّتوََ وِاِللَّٰ  وُّد وَ وَْ ُِ ۝٧ ِ ْ وَّعوْوُّد  

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari 
penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang 
yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di 
antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. 

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” QS Al-Hasr ayat 7[4] 
 

Ayat ini menjelaskan Ekonomi Islam menentang penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan 
menggaris bawahi prinsip keadilan serta persaudaraan dalam distribusi harta. Kekayaan harus tersebar ke 
seluruh masyarakat, bukan terpusat pada kelompok tertent. Kebijakan distribusi dalam Islam bertujuan untuk 
mencegah akumulasi kekayaan pada satu golongan, sekaligus mendorong terciptanya keadilan sosial. 
Pemerintah diharuskan memastikan sistem ekonomi, hukum, dan sosial berjalan adil agar kekayaan dapat 
tersebar merata.[41] pendapat sebagian besar filsafat ekonomi mengenai pengeluaran adalah dengan 
mengedarkan surplus kekayaan serta memastikan bahwa harta yang dikeluarkan pemerintah didistribusikan 
secara merata. Sesuai dengan sumber penerimaan anggaran yang diterima oleh pemerintah, maka dapat 
disalurkan salah satunya untuk belanja modal.[40] 

Disisi lain Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan upah juga telah diatur didalamnya. Dimana 
upah atau ujrah, yang diperoleh melalui akad Ijarah. Menurut pendapat ulama Hanifiyah, Ijarah merupakan 
transaksi atas manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan yang disepakati, yang diperbolehkan dalam Islam. 
Oleh karena itu, upah (ujrah) merupakan kompensasi atas jasa yang diberikan oleh tenaga kerja. Dalam 
perjanjian mengenai upah, kedua pihak diingatkan untuk berlaku jujur dan adil, sehingga tidak ada penindasan 
atau kerugian bagi salah satu pihak.[42] Dalam Al-Quran upah didefinisikan secara menyeluruh dalam QS At- 
Taubah ayat 105[4], yang artinya : 

 

وْو وَْعْفواْوَلَوْعُ ِلُقَوِ ْع َِ ََِعِ هاللُّٰ  وِ  َُِ وُسَرعوُ وِ ْعُلع عَوُععلا عواِلِوِ علُوِ نِ ُهعِوَِ بعيَوْاُلِوعوُْوىِلِلِِ ْوُّد ُِ
وََِ َْلُِوِّعرَُعلُو ةُِلِوعوُ ۝١٠٥ ىلِعرِنَُ ع علُو  

“Dan Katakanlah : Bekerjalah Kamu, Maka Allah Dan Rasul-Nya Serta OrangOrang Mukmin Akan Melihat 
Pekerjaanmu Itu, Dan Kamu Akan Dikembalikan Kepada (Allah) Yang Mengetahui Akan Yang Ghaib Dan Yang 

Nyata, Lalu Berikanlah-Nya Kepada Kamu Apa Yang Telah Kamu Kerjakan” QS At-Taubah ayat 105[4] 
 

Quraish Shihab dalam bukunya, Tafsir Al-Misbah menjelaskan, QS. At Taubah ayat 105 sebagai berikut: 
“BekerjalahوkamuوdemiوkarenaوAllahوsemataوdenganوanekaوamalوyangوsholehوdanوbermanfaat,وbaikوuntukوdiriو
kamu maupun untuk masyarakat umum, Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu 
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itu.” Ganjaran yang dimaksud adalah upah atau kompensasi[43] maka, jika seseorang bekerja dengan niat ikhlas 
karena Allah (amal shaleh), ia akan mendapatkan balasan baik di dunia, berupa upah, maupun di akhirat, berupa 
pahala yang berlipat ganda. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upah dalam Islam memiliki dua 
aspek yaitu dunia dan akhirat. Dalam hal ini, upah atau kompensasi yang diberikan atas jasa tenaga kerja disebut 
dengan ujrah. 

Pada dasarnya upah yang diterima para pekerja dalam segala industri berdasarkan peraturan pemerintah. 
Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2018. Upah Minimum Kota 
Pasal 36 Ayatو”(1)وSetiap perusahaan wajib melaksanakan upah minimum kota (UMK) sebagai jaring pengaman 
dasar pembayaran upah”. lalu dijelaskan pula dalam Pasal 36 Ayat (4) “perusahaan dilarang membuat 
perjanjian/kesepakatan membayar upah dibawah upah minimum”. 

Berdasarkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam[44], penetapan upah dilakukan melalui negosiasi yang 
melibatkan pekerja, majikan, dan negara. Dalam proses pengambilan keputusan mengenai upah harus 
dipertimbangkan dengan adil, yakni cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja tanpa membebani 
majikan secara berlebihan. Untuk memastikan keadilan ini, pemerintah perlu menetapkan tingkat upah 
minimum yang mencukupi, dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja secara adil, dan memastikan bahwa 
tingkat upah ini tidak akan turun dalam kondisi apapun. Upah minimum ini juga harus ditinjau secara berkala 
untuk menyesuaikan dengan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Sementara itu, tingkat upah maksimum 
akan disesuaikan dengan kontribusi tenaga kerja dan dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan 
kondisi pasar. 

 

IV. KESIMPULAN 
Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi swasta dan upah minimum kota berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung, sementara belanja modal berpengaruh 
negatif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara bersama-sama, ketiga variabel ini berpengaruh 
positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi dan upah 
minimum memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial, dengan negara bertanggung jawab 
menyediakan kebijakan yang mendukung lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan penetapan upah 
minimum yang adil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata (falah). 
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